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NOMOR: 0426 /0/1391
TENTANG

PENGALIHAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU

DAN SEKOLAH GURU 01 ANRPa
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN T

INGKAT ATAS LAINM

Sh

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

‘“-‘\‘_
- #nimbang bahwa untyk memperluas daya Ltampung seprs il o,
meningkatkan mutu pendidikan nasional gigandgs..
Perlu mengyalihkan 119 Sekolah Pendirdirran ~,..,
(SPG) dan 18 Sekolah Guruy Olahraga (5G0) meanyqe
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain,
"‘encingat S

Undang~undang Nomor 2 Tahun 1989,

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1297,
Keputusan Presidan Republik Indonesa
a. Nomor 44 Tahun 1974 ;

b. Nomor 15 Tahun

1984 sebagaimana *ra).)
beberapa kal i

diubah terakrnyr
ii Keputusan Presiden Republik

8 Tahun 1991,

qengah

Indonasi3 Homar

€. Nomor 23 Tahun 19g4 sebagaimana telah it
terakhir dengan Keputusan Presigen Paer i1,
Indonesia Nomor s Tahun 1988 gan Kaputasan
-«f‘r~ Presiden Repub)ik ‘ndonesia Numar * 1angn
B~ \ \ 1991;
" qrhﬁ '\ d. Nomor 226/M Tahun 1986 ;
~ i) \ e. Nomor 84/M Tahun 19ng,
: - O~ 1\ 4, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
' A B "\ a. No. 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1979:
: 'féé- 'i\ b. No. 090/0/1979 tanggal 20 Mel 1979:
% é‘;éﬂ:ﬂ‘ c¢. No, 0222b/0/1980 tanggal 11 Septembar 980
f":;;'ﬁ:gﬂ\
-
f
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MEmDer‘hatikan:

Menetapkan
Partama

Kedua :

Ketiga

Keempat :

d. No. 0172/0/1983 dan No. 0172/9/1927 <anzna-
14 Maret 1983; .

2. No.0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985,

f. No. 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987

9. No. 0342/U/1989 tanggal 5 Juni 1349,

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dengan surat Nomor B-545/1/91
Juni 1993

Tanggal 21

MEMUTUSK AN

Mengalihkan 119 buah SPG Negeri dan 18 pizh SG0
Negeri menjadi 114 buah Sekolah Menengah Umum
Tingkat Atas (SMA), 1 buah Sekolah Menengas
Teknologi Pertanian (smT Pertanian), 13 pyas
Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (sMEZ)

buah Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarcgs=
(SMKK), 3 buah Sekolah Menengah Pekerjaan caogia)

(SMPS), sebagaimana tercantum dalam
Keputusan ini.

Lampiran

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Cepar:e
Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untux
melaksanakan pengalihan sekolah yang berada 4
wilayahnya masing-masing sebagaimana dima
dalam diktum Pertama mulai
1991/1992,

men

ksud
tahun pelajaran

Biaya untuk keperluan pelaksanaan
bagi masing-masing Propinsi
anggaran pandapatan dan bela
Pendidikan dan Kebudayaan ya

Keputusar inj
dibebankan pada mata
nja negara Departaman
N9 relevan.

Dengan ber?nkunya Keputusan inj

Jumlah
a, SMA Negari ada 1883 buah:
b. SMEA Negeri.ndn 328 buah:
C. EMPS Negeri ada. 13 buah:
d. SMKK Neger{ ada €5 buah;
®. SHT Pertanian Negeri ada " 30 pyan

terdapat dy 27 (dua.

PUlUh tujuh) Propinsi d1
Indonesia,
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_Kg'lwi‘ma : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ' Juli

1991,

Ditetapkan di Jakarts
pada tanggal 15 Jull 199}

MENTERI PENDIDIVAI DAH FEBUDAINA .
a.n.b.
Sekretaris Jendera.,

thd,

BAMBANG TRIANTORC

SALINAN Keputusan ‘ini disampailkan _
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=ALINAN  Keputusan ini disampaikan kepada

-,

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayazn,
Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaar,

Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikar dar

Kebuda,yaan,
kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudaan:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, .

“emua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Hadan

Fenelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkunenr

Lepartemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Jemua Direktorat, Biro, 'Puéat Inspektur dan Perum dalam linrrj-rurma.r.-
Uepartemen Pendidikan dan Kebudayaan,

fepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Pronina!
setempat,

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat,

Badan Administrasi Kepegawalan Negara,

Hadan Pemeriksa Keuangan,

Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,

“antor Perpendaharaan Negara setempat,

{ang bersangkutan untuk dipergunakan.seperlunya,

Salinan sesual dengan aslinya
“epala Baglan Penyusunan Rancangan Peraturan

pemdang_updangarrﬂepartenen Pendidikan dar
‘ _Keb
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